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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 
Provinsi Bengkulu dalam melakukan pencegahan terjadinya maladministrasi pelayanan publik dan 
juga untuk mengetahui faktor apa sajakah yang memicu terjadinya pelanggaran maladministrasi di 
Provinsi Bengkulu. Wawancara dilakukan terhadap asisten Ombudsman Republik Indonesia. Jenis 
penelitian ini adalah yuridis empiris dengan penelitian bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan 
data observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil Penelitian bahwa bentuk 
pencegahan Maladministrasi yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia 
Perwakilan Provinsi Bengkulu yaitu melakukan pengawasan dengan mengawasi pelayanan 
publik di Kota Bengkulu yang memiliki dua bentuk yaitu melakukan Investigasi 
berdasarkan laporan masyarakat dan melakukan inisiatif investigasi Ombudsman itu 
sendiri. Faktor yang memicu pelanggaran Maladministrasi sering terjadi diprovinsi 
Bengkulu adanya pegawai yang memiliki produktivitas kerja yang rendah serta rendahnya 
kesadaran diri pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan.  
 
Kata Kunci : Maladministrasi, Pelayanan publik, Ombudsman Republik   Indonesia. 
 
ABSTRACT 
This study aims to determine the role of the Ombudsman of the Republic of Indonesia 
Representative of Bengkulu Province in preventing the occurrence of maladministration of 
public services and also to find out what factors triggered the occurrence of 
maladministration violations in Bengkulu Province. Interviews were conducted with the 
Indonesian Ombudsman assistant. This type of research is empirical juridical with 
descriptive research with observation, interview and documentation data collection 
techniques. Based on the results of the study that the form of prevention of 
maldministration carried out by the Ombudsman of the Republic of Indonesia 
Representative of Bengkulu Province was to supervise by supervising public services in 
Bengkulu City which had two forms, namely investigating based on community reports 
and conducting investigative initiatives of the Ombudsman itself. Factors that trigger 
violations of Maladministration often occur in the province of Bengkulu, there are 
employees who have low work productivity and low self-awareness of employees in 
improving service quality. 
Keywords: Maladministration, Public Service, Ombudsman of the Republic  of indonesia 
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PENDAHULUAN 
Setiap warga negara berhak untuk 
mendapatkan persamaan perlakuan 
yang adil, baik dalam hukum maupun 
pemerintahan. Reformasi 
pemerintahan, dengan tujuan 
menciptakan suatu pemerintahan yang 
baik, bersih dan efisien guna 
mewujudkan kesejahteraan bagi 
seluruh warga negara, namun dalam 
kenyataanya, dalam praktek 
penyelenggaraan pelayanan publik 
masih banyak ditemui penyimpangan, 
dimana masih ada warga masyarakat 
yang tidak mendapatkan apa yang 
menjadi haknya yaitu perlakuan yang 
sama dan adil.  
Misalnya adanya pungutan liar, 
maladministrasi, nepotisme dalam 
pengurusan surat-surat tertentu, 
penyalah gunaanwewenangan oleh 
aparatur Negara. Penelitian ini 
berbicara tentang peranan Ombudsman 
Republik Indonesia Perwakilan Provinsi 
Bengkulu dalam melakukan 
pencegahan Maladministrasi. 
Maladministrasi merupakan suatu 
praktek yang menyimpang dari suatu 
praktek adminitrasi, atau suatu praktek 
yang menjauhkan dari pencapaian 
tujuan administrasi. 
Bentu-bentuk Ataupun pelanggaran 
maladminitrasi yang terjadi dikota 
Bengkulu seperti:1 
1. Berpihak.  
2. Diskriminasi. 
3. Penundaan Berlarut 
4. Penyalahgunaan Wewenang. 
5. Penyimpangan Prosedur. 
6. Permintaan Imbalan Uang Barang 
dan Jasa. 
7. Tidak kompeten. 
8. TidakMemberikan Pelayanan. 
9. Tidak Patut. 
Perwujudan di bentuknya Perwakilan 
Ombudsman Republik Indonesia untuk 
mengurangi atau mencegah terjadinya 
maladministrasi pelayanan publik.  
Kasus pengaduan masyarakat 
atas terjadinya pelayanan publik 
maladministrasi yang dilaporkan ke 
Ombudsman Republik Indonesia 
Perwakilan Provinsi Bengkulu sangat 
beragam, baik dari segi terlapor 
maupun jenis maladministrasi yang 
dilaporkan, pelanggaran-pelanggaran 
yang terjadi di Provinsi Bengkulu, bisa 
kita lihat terhadap tingkat pelanggaran 
yang tinggi ada bermacam-macam 
pelanggaran setiap tahunya berbeda-
                                                          
1 Sumber Ombudsman Republik Indonesia 
Perwakilan Provinsi Bengkulu 
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beda subtansi yang dilaporkan tersebut, 
berbeda seperti Lembaga Kepolisian. 
Tapi bukan hanya lembaga ini saja 
yang sering dilaporkan, banyak 
subtansi-subtansi lain yang pernah 
melakukan pelanggaran seperti, 
subtansi Kepolisian, subtansi Perijinan 
(PTSP), dan masih ada lagi.2 
  Maka berdasarkan data yang 
diperoleh dari lembaga Ombudsman 
Republik Indonesia Perwakilan Provinsi 
Bengkulu laporan yang masuk setiap 
tahun meningkat mengapa demikian, 
sedangkan salah satu tugas  dari 
Ombudsman itu sendiri untuk 
mencegah hal tersebut terjadi, maka 
hal ini tidak sesuai dengan rencana 
yang telah ditetapkan maka ini 
merupakan sebuah masalah.  
Berdasarkan latar belakang 
pemikiran tersebut, penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian dan 
menulis sekripsi dengan judul 
“Peranan Ombudsman Republik 
Indonesia Perwakilan Provinsi 
Bengkulu Dalam Melakukan 
Pencegahan Terjadinya 
Maladministrasi”. 
                                                          
2 Sumber Ombudsman Republik Indonesia 
Perwakilan Provinsi Bengkulu 
Maka berdasarkan Latar 
Belakang yang telah diuraikan tersebut, 
dapat dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut: 1). Apakah  Peran 
Lembaga Ombudsman Republik 
Indonesia Perwakilan provinsi Bengkulu 
dalam melakukan pencegahan 
terjadinya maladministrasi pelayanan 
publik sudah dilakukan secara optimal. 
2). Apakah yang memicu terjadinya 
pelanggaran maladministrasi di provinsi 
Bengkulu. 
METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini adalah yuridis 
empiris.Yuridis empiris3 atau sosiologi 
hukum yaitu pendekatan dengan 
melihat sesuatu kenyataan hukum 
didalam masyarakat. 
Penelitian ini bersifat deskriftif 
yaitu menjelaskan atau memerangkan 
mengapa peristiwa itu terjadi, 
bermaksud mengetahui keadaan 
sesuatu mengenai apa dan bagaimana, 
berapa banyak, sejauh mana dan 
sebagainya.4 sebab penelitian yang 
diambil ialah dari fakta-fakta yang ada 
didalam suatu masyarakat, badan 
                                                          
3 Zainudin Ali. 2014. Metode Penelitian 
Hukum, Jakarta: Sinar Grafik, hlm 105 
4 Panduan penulisan skripsi fakultas hukum 
UMB tahun 2017 
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hukum dan pemerintah. Penelitian ini 
menggunakan data primer, data 
sekunder, dan data tersier  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Optimalisasi Peran Ombudsman di 
Provinsi Bengkulu   
       Untuk mejawab Rumusan masalah 
pertama tentang Peranan Lembaga 
Ombudsman Republik Indonesia 
Perwakilan Provinsi Bengkulu Dalam 
Melakukan Pencegahan Terjadinya 
Maladminstrasi Pelayanan Publik Sudah 
di Lakukan Secara Optimal apa belum, 
maka peneliti menjawab sudah optimal 
dengan berdasarkan data yang sudah 
peneliti rangkum dan penelitian yang 
saya lakukan selama kurang lebih 1 
bulan, bahwa ombudsman telah 
melakukan yang diantaranya telah 
peneliti rangkum sebagai berikut :5 
 
Ombudsman Melakukan 
Pengawasan Aktif  
Salah satu tugas Ombudsman 
sebagai lembaga pengawas pelayanan 
publik adalah melakukan investigasi 
atas prakarsa sendiri. Kegiatan tersebut 
termasuk dalam kegiatan pengawasan 
                                                          
5 Sumber dari Ombudsman RI Perwakilan 
Provinsi Bengkulu. 
aktif yang sangat penting untuk 
dilakukan oleh Ombudsman. Hal ini 
mengingat bahwa secara menyeluruh 
masih minimnya partisipasi masyarakat 
dalam perbaikan pelayanan publik. 
Untuk itu, perlu dilakukan suatu kajian 
atau analisis mengenai kerja 
Ombudsman dalam melakukan 
pengawasan aktif terhadap instansi 
penyelenggara pelayanan publik bidang 
kesehatan di Provinsi Bengkulu. Dari 
hasil penelitian yang dilakukan oleh 
peneliti, kegiatan inisiatif investigasi 
yang telah dilakukan Ombudsman 
Republik Indonesia Perwakilan Provinsi 
Bengkulu dalam substansi pengaduan 
pada  tahun 2015 yaitu: 
Inisiatif Investigasi 
Investigasi merupakan tahapan 
yang  sangat penting dilakukan 
Ombudsman Perwakilan  Provinsi 
Bengkulu dalam rangka 
menidaklanjuti kasus-kasus dugaan 
maladministrasi, baik yang dilaporkan 
masyarakat atau inisiatif sendiri dari 
Ombudsman. Investigasi dilakukan 
untuk mencari dan mengumpulkan 
informasi yang lebih lengkap, 
seimbang dan objektif yang akan 
dijadikan bahan untuk merumuskan 
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tindakan seperti apa yang akan 
dilakukan selanjutnya. 
Memberikan Rekomendasi 
Setelah melakukan tahapan 
klarifikasi tertulis dan investigasi 
lapangan maka Ombudsman akan 
menyusun rekomendasi yang 
berdasarkan hasil investigasi. 
Rekomendasi Ombudsman yaitu berisi 
saran perbaikan sistem pelayanan 
umum yang ditujukan untuk 
meminimalisir pengulangan masalah 
yang sama di masa depan. 
Rekomendasi yang di buat oleh 
Lembaga Ombudsman Perwakilan 
Provinsi Bengkulu dapat di 
kelompokkan menjadi tiga jenis 
rekomendasi, yaitu rekomendasi yang 
disesuaikan laporan yang dilaporkan 
oleh masyarakat. Pertama 
rekomendasi yang disusun guna 
membantu penyelesaian pelapor, 
kedua rekomendasi yang 
menyarankan pemberian sanksi guna 
pembinaan dan efek jera, ketiga 
rekomendasi untuk mengubah proses 
atau sistem yang mengakibatkan 
buruknya kualitas pelayanan publik. 
Pemberian rekomendasi sekurang-
kurangnya memuat: 
a. Uraian tentang laporan yang 
disampaikan kepada 
Ombudsman. 
b. Uraian tentang hasil 
pemeriksaan. 
c. Bentuk maladministrasi yang 
telah terjadi. 
d. Kesimpulan dan pendapat 
Ombudsman mengenai hal-hal 
yang perlu dilaksanakan terlapor 
dan atasan terlapor. 
Rekomendasi sebagaimana telah 
dijelaskan di atas disampaikan kepada 
terlapor dalam waktu paling lambat 14 
(empat belas) hari terhitung sejak 
tanggal hasil pemeriksaan di 
tandatangani oleh ketua Ombudsman 
Perwakilan Provinsi Bengkulu. 
Ketentuan lainnya menyangkut 
rekomendasi Ombudsman: 
a. Terlapor dan atasan terlapor 
wajib melaksanakan 
rekomendasi Ombudsman 
Perwakilan Provinsi Bengkulu 
b. Terlapor atau atasan terlapor 
wajib menyampaikan laporan 
kepada Ombudsman Perwakilan 
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Provinsi Bengkulu tentang 
pelaksanaan rekomendasi yang 
telah dilakukannya dan disertai 
dengan fakta di lapangan 
bahwa rekomendasi 
Ombudsman telah dijalankan 
dalam waktu paling lambat 60 
(enam puluh) hari terhitung 
sejak tanggal rekomendasi di 
terima. 
c. Ombudsman dapat meminta 
keterangan terlapor atau 
atasannya dan melakukan 
pemeriksaan lapangan untuk 
memastikan pelaksanaan 
rekomendasi. 
d. Dalam hal terlapor dan atasan 
terlapor tidak melaksanakan 
rekomendasi atau hanya 
melaksanakan sebagaian 
rekomendasi dengan alasan 
yang tidak dapat diterima oleh 
Ombudsman, maka 
Ombudsman dapat 
mempublikasikan atasan 
terlapor yang tidak 
melaksanakan rekomendasi dan 
menyampaikan laporan kepada 
Wali Kota Bengkulu. 
Terlapor dan atasan terlapor 
yang melanggar ketentuan diatas 
maka akan dikenakan sanksi 
administrasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Serta 
setiap orang yang menghalangi 
Ombudsman dalam melakukan 
pemeriksaan laporan akan dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 2 
(dua) tahun atau denda paling banyak 
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 
Melakukan Monitoring 
Setelah disampaikan kepada 
pejabat publik, rekomendasi dari 
Ombudsman Perwakilan  Provinsi  
Bengkulu  akan  di  monitor  atau  
dipantau.   
Monitoring dilakukan dengan 
tujuan untuk mengetahui apakah 
pejabat publik tersebut telah 
memberikan tanggapan atau 
mengabaikan rekomendasi dari 
Ombudsman. Apabila pihak terlapor 
memberikan tanggapan, Ombudsman 
akan memberikan penilaian sejauh 
mana kualitas tanggapan tersebut, 
apakah sudah sesuai dengan apa 
yang disarankan dan di 
rekomendasikan.  
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Alasan Lembaga Ombudsman 
Republik Indonesia Perwakilan 
Bengkulu mempublikasikan kesalahan 
aparat pelayanan publik terlapor 
untuk memberikan efek jera kepada 
terlapor, selain itu memberi 
penegasan kepada terlapor 
bahwasannya rekomendasi Lembaga 
Ombudsman Republik Indonesia 
Perwakilan Bengkulu tidak hanya 
sebatas peringatan diatas kertas 
belaka. Lembaga Ombudsman ingin 
menunjukan bahwa rekomendasi 
Ombudsman dapat meningkatkan 
pelayanan publik. 
Adapun Data Instansi terlapor 
yang sudah peneliti rangkum dari 390 
Laporan yang telah ditangani 
Ombudsman Republik Indonesia 
Perwakilan Provinsi Bengkulu pada 
Tahun 2016, Instansi yang terbanyak 
dilaporkan oleh masyarakat adalah 
Pendidikan 30 laporan dan instansi 
lain yang paling banyak masyarakat 
ke Ombudsman yaitu Kepegawaian 22 
laporan dan Kepolisian sebanyak 21 
laporan, Agraria/pertanahan sebanyak 
14 laporan, kesehatan dan 
Perhubungan/Infrastruktur sebayak 8 
laporan,  Administrsi Kependudukan 
sebanyak 10 laporan. 
Adapun kegiatan pencegahan 
maladministrasi pelayanan publik di 
Kota Bengkulu:6 
 
1.) Sosialisasi  
Dalam rangka pengawasan 
Ombudsman Republik Indonesia 
Perwakilan Provinsi Bengkulu telah 
melakukan berbagai kegiatan 
penyebarluasan informasi dalam 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 
tentang Ombudsman Republik 
Indonesia dan Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik. Tercatat sebanyak 21 (dua 
puluh) kegiatan sosialisasi di Kota 
Bengkulu. 
Nur Rakhman Yusuf mengatakan, 
“sosialisasi dilakukan dalam bentuk 
pendidikan dan pelatihan (diklat), 
dimana Ombudsman Republik 
Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu 
berperan sebagai narasumber. Sasaran 
sosialisasi juga ditujukan kepada 
masyarakat luas sebagai pengguna 
pelayanan publik dalam rangka 
memenuhi hak mendapatkan pelayanan 
                                                          
6 Data dari Ombudsman RI Perwakilan 
Provinsi Bengkulu 
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publik, diantaranya melalui diskusi 
bersama Yayasan Lembaga Bantuan 
Hukum Indonesia (YLBHI) LBH 
Bengkulu dan organisasi masyarakat 
lainnya. Sosialisasi juga menggunakan 
peran serta media sebagai pilar-pilar 
partisipan masyarakat yang membantu 
melakukan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan pelayanan publik. 
Dalam hal ini, telah dilakukan sebanyak 
3 (tiga) kali konferensi pers kepada 
media baik cetak maupun elektronik 
dalam rangka mensosialisasikan hasil 
kerja Ombudsman Republik Indonesia 
Perwakilan Provinsi Bengkulun pada 
bulan januari sampai desember Tahun 
2017”.7 
 
2.) Koordinasi 
Selain sosialisasi Lembaga 
Ombudsman Republik Indonesia 
Perwakilan Provinsi Bengkulu  telah 
melakukan bentuk pengawasan yaitu 
koordinasi dengan seluruh Pemerintah 
Provinsi dan Kota Bengkulu. Dengan 
tujuan agar pemerintah bisa 
berkoordinasi dalam pengawasan 
pelayanan publik di Kota Bengkulu. 
 
                                                          
7 Ibid 
3.) Kerjasama 
Dalam melakukan pengawasan 
pelayanan publik di Kota Bengkulu 
Ombudsman Republik Indonesia 
Perwakilan Provinsi Bengkulu 
melakukan kerjasama dengan pihak-
pihak lain. Kerjasama dilakukan dengan 
media elektronik TVRI dan RBTV 
Bengkulu yang menghasilkan beberapa 
kegiatan yaitu talkshow audio di RRI 
Bengkulu dan audiovisual di TVRI 
Bengkulu yang membahas tema-tema 
pelayanan publik. Tercatat sebanyak 5 
(lima) kegiatan hasil kerjasama 
Ombudsman Republik Indonesia 
Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan 
TVRI Bengkulu dan RRI Bengkulu. 
4.) Pengembangan Jaringan 
Dalam rangka mempermudah 
pengawasan penyelenggaraan 
pelayanan publik di Kota Bengkulu, 
Ombudsman Republik Indonesia 
Perwakilan Provinsi Bengkulu telah 
melakukan berbagai upaya 
pengembangan jaringan. 
Pengembangan jaringan dilakukan 
dengan berbagai pihak baik 
penyelenggara pelayanan publik 
maupun penerima manfaat 
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penyelenggaraan pelayanan publik. 
Kegiatan pengembangan jaringan 
dilakukan dalam bentuk berbagai acara 
kegiatan oleh pihak-pihak lain yang 
mengikutsertakan Ombudsman 
Republik Indonesia Perwakilan Provinsi 
Bengkulu di Kota Bengkulu.  
Faktor Pemicu Terjadinya 
Pelanggaran Maladministrasi di 
Provinsi Bengkulu 
Untuk menjawab rumusn masalah 
kedua tentang pemicu terjadinya 
pelanggaran maladministrasi di Provinsi 
Bengkulu, peneliti melihat berdasarakan 
jawaban dari rumusan masalah yang 
pertama maka Ombudsman Republik 
Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu 
telah banyak melakukan berbagai hal 
untuk menangani dan meyelesaikan 
laporan yang masuk, bahkan 
melakukan berbagai macam kegiatan 
untuk memperkenalkan Lembaga 
Ombudsman perwakilan diprovinsi 
Bengkulu Terhadap seluruh masyarakat 
yang ada diprovinsi bengkulu, bisa 
dapat dikatakan Ombudsman telah 
menjalankan Tugas dan 
kewenangannya secara Optimal, 
mengapa demikian, karena dari hasil 
data yang diambil dari Ombudsman 
Republik Indonesia Perwakilan Provinsi 
Bengkulu dan hasil wawancara 
terhadap beberapa informan 
(Masyarakat) menunjukan Ombudsman 
tersebut dalam meneyelesaikan suatu 
laporan dengan sigap dan cepat 
menyelesaikannya. 
Maka dari itu dapat ditarik 
kesimpulan bahwa Faktor yang memicu 
pelanggaran Maladministrasi sering 
terjadi diprovinsi Bengkulu bukan 
karena Ombudsman Republik Indonesia 
Perwakilan memberikan pelayanan 
buruk hingga laporan masyarakat 
terbengkalai dan menumpuk tetapi, 
karena dari Instansi pemberi pelayanan 
publik itu sendiri yang semakin 
menurun dalam memberikan atau 
melayani masyarakat dengan tidak 
profesional dan tidak diperlakukan 
secara adil. Tidak hanya karena 
pelayanan publiknya saja yang memicu 
pelanggaran Maladministrasi setiap 
Tahunnya meningkat, penyebab lainnya 
adalah Masyarakat itu sendiri yang 
semakin hari sudah berfikir kritis dan 
maju sehingga mereka sudah 
menyadari akan hak-hak yang mereka 
pantas dapatkan, dengan melalui 
bantuan Lembaga Ombudsman 
Perwakilan Provinsi Bengkulu ini 
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mempermudah masyrakat untuk 
mendapatkan hak-hak mereka yang 
diperlakukan secara tidak 
adil,diskriminasi, mendapatkan 
perlakuan Maladministrasi. 
Persepsi  masyarakat  terhadap  
kualitas  pelayanan  khususnyan 
pelayanan publik  di  Indonesia   
Pada  umumnya  menilai  kinerja  
pelayanan  masih  belum seperti  yang  
diharapkan,  hal  ini  dapat  dilihat  
antara  lain  dari  banyaknya 
pengaduan  atau  keluhan  dari  
masyarakat  pada pemerintahan  pusat  
seperti menyangkut  prosedur  dan  
mekanisme  kerja  pelayanan  yang  
berbelit-belit, tidak  transparan,  kurang  
informatif,  kurang  akomodatif,  
kurang  konsisten, terbatasnya   
fasilitas,   sarana   dan   prasarana   
pelayanan,   sehingga   tidak menjamin  
kepastian  (hukum,  waktu,  dan  biaya)  
serta  masih  banyak  dijumpai praktek 
pungutan liar serta tindakan-tindakan 
yang berindikasi penyimpangan 
Maladministrasi.    
Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa perilaku maladministrasi 
disebabkan oleh budaya buruk yang 
turun temurun,  adanya pegawai yang 
memiliki produktivitas kerja yang 
rendah serta rendahnya kesadaran diri 
pegawai dalam meningkatkan kualitas 
pelayanan.  
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